
Jakarta. 26 April20,7 - Mahkamah Konsiitusi(MK) menggelar SIdang pen uca an utusa P I h
Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Provinsi SUIawesi Barat dengan nomor perkara 131PHP. GUB-XV/2017
dimohonkan Pasangan Calon Nomor I Suhardi Duka dan Kalma Kana pada Rabu (2614) uku1 09.00 WIB d' R
Sidang PIenoMK. SIdang han inimerupakan persidangan keempatuntuk erkara PHP K d P S I
setelahdalampersidangansebelumnyamajelishakimkonstiiusimendengarkanlimasaksiP h k'
Termohon dan Iima saksi Pihak Terkaii.

Dalam permohonannya. pemohon mendalilkan bahwa sellsih perolehan suara antara emohon den an
calcn peraih suara Ierbanyak sebesar 4753 suara. dimana berdasarkan keieniuan jumlah enduduk Provin i S I
Baral, batas in aksimal sellsih suara yang bisa dialukan to MK adalah sebesar 2V, (12 630 suara) sehingga pemohon
memillki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ke MK.

Menanggapi haltersebul KPU Provinsi SUIawesi Barat sebagai Termohon menilai bahwa Mahkamah lidak be Men
mengadili perkara in dengan alasan Pemohon lidak menyebulkan kesalahan penghitungan Termohon dalam
keseluruhan permohonannya Pemohon juga tidak menjelaskan berapa perolehan suara yang benar menurut
Pemohon pada tingkal TPS. PPK. dan kabupalen sebagaimana disyaratkan dalam keientuan Pasa1 156 aya1(2)
Undang-Undang Nomor, O Tahun 2016 dan Pasa1 8 ayat(,) huruf b angka 4 PMK I Tahun 20.6 sebagaimana telah
diubah dengan PMK I Tahun 2017. Menurul Termohon. permasalahan-permasalahan yang didakwakan Dieh
Pemohon dalam permohonannya bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konsliiusi kalena sudah menjadi
kewenangan Iembaga lain untok mengadilinya. Selain itu Termohon juga menyampaikan bantahan alas Iuduhan-
Iuduhan seperti penggelembungan suara dan kecurangan lidak me in bagikan CS-KWK sebagaimana disebulkan dalam
dalli permohonan Pemohon
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Salah salu saksi yang dihadirkan Pemohon daiam sidang kenga. Abdul Wahid Abdy sebagai Sekrelaris Tim
Pemenangan menuturkan Penetapan DPT o1eh KPU chiingkat Kabupaten Mainuju pada 16 Desember 2016 dilakukan
meskipun masih Ierdapat indikasi NIK ganda. Halini menyebabkan saksi Pemohon tidak ikut menandatangani
penetapan DPT tersebul. Saksi Pemohon lainnya, Muhammad Nur A1am yang belprofesi sebagai petugas jinmas pada
saat Pilkada SUIbar di Polewali Mandar menjelaskan keiika beFlugas d Iuar area TPS, in menangkap seorang pemilih
yang me Iakukan dua kali pencoblosan. Haltersebut dikeiahui NUT A1am saat me11hatjariiangan pemilih yang leadapat
dua bekas tinta sebagai buktitelah mencoblos. Maka re pun segera melaporkan kepada panwas yang heriugas

Sementara itu, saksi Termohon Barnbang Arianto Akbar. an990ta KPU Mainuju menjelaskan bahwa pihaknya telah
me Iakukan koreksiterkaii DPT karena ada seiumlah kesalahan data. KPU Mainuju pun memerintahkan kepada PPK
dan PPS untok meIakukan koreksiterhadap data DPT

Lain lagi dengan keterangan Zulfakri sebagai saksi Pihak Terkaiiyang menerangkan bahwa lidak ada masalah dengan
DPT seperti ditudingkan PIhak Pemohon. Pada dasarnya. penetapan DPT o1eh KPU sudah dilakukan secara benar,
cermat dan diperbaiki of seiiap daerah yang menjaditempat PIlkada SUIbar. (Nina A1Nano T. )
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sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan alas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentsng Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi beMenang mengadili pada tingkat pertaina dan terakhir yang putusannya
bentot final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, meinulus sengketa kewenangan Iembaga negara yang
kewenangannya diberikan o1eh Undang-Undang Dasar, meinutus pembubaran partai polltik, dan meinutus perselisihan tentsng hasil
pemilihan urnum, sena wailb memberIkan putusan ams pendapat Dewan Peruakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran o1eh
Presiden dan/areu Walll Presiden menurut Undang-Undang Dasar
Untok Informasilebih Ianjut, SIIakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. T: 021-2352 9000 eat. 18212, HP
081,210-17,130, email: bu^, laman: WWW. inahkamahkonstitusi. 90.1d


